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TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh
pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta,
standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana
penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian,
dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/
OT.140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh
Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/PERMENTAN/
OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi
Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/12/2009 tentang
Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT.140/12/2009
tentang Metode Penyuluhan Pertanian, dan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 26/PERMENTAN/OT.140/
4/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan;
bahwa dengan adanya perubahan organisasi perangkat
daerah dan untuk meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan penyuluhan pertanian, Peraturan
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Mengingat

—

Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Menteri  Pertanian tentang  Pedoman

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5433);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/
OT.140/1/2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga
Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/PERMENTAN/
OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi
Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1611);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/PERMENTAN/
OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar
Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan
Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan
Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/PERMENTAN/
SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1325);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas

dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan
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Menetapkan

15.

16.

Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1330);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/
SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1477);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/
SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 2038);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha
hulu, wusahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa
penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam
agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan
bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen
untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat.

Sistem Penyuluhan Pertanian adalah seluruh rangkaian
pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan,
serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui
penyuluhan.

Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi
pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan
sumber daya lainnya, sebagai upaya  untuk

meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,

www.peraturan.go.id



10.

11.

2018, No.124

pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pelaku Utama Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut
Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan
beserta keluarga intinya.

Pelaku Usaha Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut
Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia
atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia
yang mengelola usaha pertanian.

Kebijakan Penyuluhan Pertanian adalah rangkaian
konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam pelaksanaan penyuluhan.

Strategi Penyuluhan Pertanian adalah langkah-langkah
atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan
pertanian.

Metode Penyuluhan Pertanian adalah cara atau teknik
penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh
pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar
mereka tahu, mau, dan mampu menolong, dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi
pasar, teknologi, sumber daya lainnya sebagai upaya
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Materi Penyuluhan Pertanian adalah bahan Penyuluhan
Pertanian yang akan disampaikan oleh para penyuluh
kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai
bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa
sosial, manajemen, ekonomi, hokum, dan kelestarian
lingkungan.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pemerintah adalah
lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi
Penyuluhan Pertanian.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna

memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
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